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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87, 88, 

89, dan 90 yang membahas tentang Badan Usaha Milik Desa, pemerintah 

memberikan keleluasaan pengelolaan kepada desa sebagai upaya mengantar desa 

yang otonom dalam membangun perekonomian desa dan mengembangakan desa 

melalui jalan pembentukan BUMDes, yang kemudian hasil usaha Badan Usaha 

Milik Desa dimanfaakan untuk Pengembangan usaha, Pembangunan Desa, 

Pemberdayaan Masyarakat Desa  dan pemberiaan bantuan untuk masyarakat miskin 

melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam 

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa. 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, 

Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa Badan 

Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, 

jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa. Pada 

Bab III pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa pelaksana operasional (direktur) 

berwenang membuat laporan keuangn seluruh unit usaha Badan Usaha Milik Desa 

setiap bulan.  

Dengan adanya perkembangan perekonomian yang begitu pesat, maka peran 

akuntansi sebagai alat bantu untuk mengkomunikasikan informasi mengenai 

transaksi keuangan semakin penting. Setiap perusahan maupun badan usaha harus 

menyusun laporan keuangan karena laporan keuangan yang disusun memberikan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pemakai, baik dari pihak interm maupun 

ekstern perusahaan. 

 Seiring dengan adanya hal tersebut. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah 

mengeluarkan standard dalam menyusunan laporan keuangan. Standard penyusunan 

laporan keuangan tersebut  berwujud Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan 

Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dengan 

adanya standard ini maka dapat memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. 

Badan Usaha Milik Desa memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk 

menyuguhkan transparasi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pihak BUMDes kepada masyarakat serta membeikan laporan tentang apa yang telah 

dikerjakan oleh BUMDes, termasuk laporan biaya pengeluaran dan pemasukan 

BUMDes. Agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usaha 

yang dijalankan oleh BUMDes. Sebab potensi dan sumber daya yang dikelola 

BUMDes yang menjadi unit usaha merupakan kekayaan milik warga masyarakat 

desa. Sudah sepatutnya BUMDes wajib memberikan laporan terbuka terkait dengan 

keuangan BUMDes pada masyarakat melalui musyawarah desa secara berkala. 
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Salah satu indikator terlaksananya prinsip akuntansi yang tepat pada Badan 

Usaha Milik Desa adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara tepat dan benar. 

BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang memiliki identitas dan dasar hukum 

yang jelas, oleh sebab itu penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangannya 

juga harus berpedoman pada standar keuangan yang berlaku sehingga laporan 

keuangan yang disajikan memiliki kepercayaan dari semua pihak. 

Badan Usaha Milik Desa dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan 

harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan. 

Artinya dalam penyusunan laporan keuanganya maka BUMDes harus mengacu pada 

pedoman umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas 

Publik atau disebut dengan istilah SAK ETAP. Dalam SAK ETAP Tahun 2013 pada 

Bab III Tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan 

lengkap suatu entitas terdiri dari ; Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan 

Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.  

Salah satu BUMDes yang ada pada Kabupaten jember adalah BUMDes 

Gunung Mulia yang terletak pada desa Greden Kecamatan Puger. Kabupaten jember 

terbagi menjadi 31 kecamatan, 22 kelurahan dan 226 desa. Dari 226 desa 2 

diantaranya tidak memiliki BUMDes, dan 224 lainnya sedang berada dalam tahap 

pembentukan, penyertaan modal, pengembangan unit usaha, dan dalam masa 

perbaikan. BUMDes Gunung Mulia adalah salah satu BUMDes terbaik diantara 

BUMDes yang berada di Kabupaten Jember salah satu prestasi yang ditunjukan 

adalah dengan menjadi 12 besar dalam lomba yang dilaksanakan Dispermasdes 

Provinsi Jawa Timur. 

Badan Usaha Milik Desa Gunung Mulia merupakan BUMDes yang berdiri 

pada tanggal 18 Agustus 2016 meskipun berdiri tidak lama namun BUMDes 

Gunung Mulia sudah banyak dikenal masyarakat dengan pengelolaan dan prestasi-

prestasi yang telah didapatknya, bahkan tidak lama ini BUMDes Gunung Mulia me-

louching hak cipta tari perang sadeng agar dapat dikenal dan dipatenkan sebgai 

tarian khas milik desa Greden Kabupaten Jember. BUMDes Gunung Mulia selalu 

memprioritaskan untuk meningkatkan, menampung, dan memasarkann produk 

unggukan desa Greden sehingga dapat mencapai tujuan menjadi desa terbaik, 

mensejahterakan masyarakat desa dan menumbuhkan perekonomian pedesaan.  

Pengelolan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Gunung Mulia ini 

masih terdapat anggapan bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal yang mudah 

dan sederhana, Kenyataannya pengelolaan keuangan pada BUMDes Gunung Mulia  

masih belum mengacu pada SAK ETAP. Hal ini dibuktikan dengan laporan 

keuangan yang hanya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi. 

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Berbasis SAK ETAP 

Pada Badan Usaha Milik Desa Gunung Mulia Desa Greden Kecamatan Puger 

Kabupaten Jember” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi 

rumus masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengelolan keuangan pada BUMDes Gunung Mulia desa Greden 

kecamatan Puger Kabupaten Jember ? 

2. Apakah sistem pengelolan keuangan pada BUMDes Gunung Mulia sudah sesuai 

dengan SAK ETAP ? 

 

1.3 Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolan keuangan pada 

BUMDes Gunug Mulia desa Greden Kecamatan Puger Kabupaten Jember. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan keuangan pada 

BUMDes Gunung Mulia desa Greden Kecamatan Puger Kabupaten Jember. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun harapan dari peneliti agar penelitian ini dapat bermanfaat secara 

teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi displin ilmu yang 

sama serta diharapkan dapat menjadi referensi peneliti-peneliti selanjutnya yang 

berksitsn dengan pengelolaan BUMDes. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam 

menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Gunung Mulia agar lebih efektif 

dan efisien dalam menjalnkan BUMDes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


